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ABSTRACT

This article discusses the application of the Analytical Hierarchy Process (AHP) method by considering the
weight of criteria to determine the best location alternative for pioneer port development in Indonesia. The criteria
for choosing the best alternative of ports is based on Government Regulation number 61 / 2009; they are
Availability of Port Facilities, Distance to Regional Port, and Economic Growth. The first step is to rank the
criteria for all port alternatives based on each port’s current condition. These criteria are given weight relative
to each other. This weighting benefits from prioritizing the location of pioneer ports based on the investor's point
of view. Priority scores are given based on a comparison of qualitative data for each port, and then they are
calculated in the Adjusted Matrix. The results determine the priority location of pioneer ports to be developed
first because they are considered to provide the best benefits for development and for investors. On the other
hand, other alternative locations that are not a priority do not mean they are rejected for development. To validate
the consistency in giving scores, the consistency ratio was calculated, which score is less than one. The result of
this article is to give the most priority to Kalimantan Tengah Port, followed by Nusa Tenggara Barat Port and
Bangka Belitung Port.

Keywords:
Analytical Hierarchy Process, Priority of Alternatives, Pioneer Ports.

ABSTRAK

Tulisan ini membahas penggunaan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dengan mempertimbangkan
bobot kriteria untuk memilih alternatif terbaik dalam menentukan lokasi pengembangan pelabuhan perintis di
Indonesia. Kriteria pemilihan lokasi pelabuhan ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah no 61 / 2009 tentang
Kepelabuhanan, yaitu: Ketersediaan Fasilitas Pelabuhan, Dilalui Pelabuhan Regional, dan Laju Pertumbuhan
Ekonomi. Langkah pertama adalah membuat peringkat kriteria dari semua alternatif pelabuhan perintis
berdasarkan kondisi saat ini dari setiap Pelabuhan. Setiap kriteria tersebut diberi bobot relatif satu sama lain.
Pembobotan ini bermanfaat untuk membuat urutan prioritas lokasi pelabuhan perintis dalam sudut pandang
investor. Skor prioritas diberikan menurut perbandingan data kualitatif setiap pelabuhan, kemudian dihitung
dalam Adjusted Matrix. Hasil perhitungan menentukan lokasi pelabuhan perintis prioritas untuk dikembangkan
terlebih dahulu karena dianggap memberi manfaat terbaik bagi pembangunan dan bagi investor. Di sisi lain,
alternatif lokasi yang lain tidak menjadi prioritas bukan berarti ditolak sebagai lokasi pengembangan pelabuhan.
Untuk memvalidasi kekonsistenan dalam memberi skor dilakukan perhitungan consistency ratio yang hasilnya
lebih kecil dari satu. Hasil yang diperoleh adalah prioritas utama terpilih pada Pelabuhan Kalimantan Tengah,
diikuti Pelabuhan Nusa Tenggara Barat dan Pelabuhan Bangka Belitung.

Kata Kunci:
Analytical Hierarchy Process, Alternatif Prioritas, Pelabuhan Perintis.
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PENDAHULUAN

Pada periode 2014-2019 Indonesia menitikberatkan pembangunan infrastruktur untuk
mendukung sistem logistik nasional. Tujuannya adalah mendorong daya saing logistik nasional, 60%
wilayah Indonesia sendiri terdiri dari laut (Sullivan, 2012) sehingga membutuhkan konektivitas dan
sistem distribusi yang efisien melalui laut yang menghubungkan ribuan pulau yang tersebar. Pulau-
pulau ini terdiri dari pulau yang menjadi pusat ekonomi Indonesia (seperti Pulau Jawa, Sumatra,
Kalimantan) dan dihuni oleh sedikit penduduk. Tentunya pulau atau kawasan yang rendah kegiatan
ekonominya wajib disediakan konektivitas yang baik oleh Pemerintah. Setelah periode 2019,
pembangunan konektivitas ini dilanjutkan ke berbagai lokasi terpencil di Indonesia.

Konektivitas antar pulau yang melalui laut ini membutuhkan ketersediaan kapal dengan
beragam kapasitas dan pelabuhan sebagai titik penghubung antar pulau. Menurut informasi dari
Kementerian Perhubungan, di Indonesia ada beberapa jenis pelabuhan, seperti: pelabuhan internasional,
pelabuhan nasional, regional, maupun perintis. Yang menghubungkan pulau di dalam negeri adalah
pelabuhan nasional yang melayani pulau-pulau dengan kegiatan ekonomi tinggi, pelabuhan regional
sebagai pelabuhan pengumpan, dan pelabuhan perintis sebagai pelabuhan yang melayani pergerakan
barang dan penduduk di daerah terisolasi dan terpencil.

Dengan kata lain, Pemerintah membangun pelabuhan perintis diadakan untuk menjangkau
pulau-pulau terpencil tersebut dengan tujuan menyediakan layanan kepada masyarakat terpencil tanpa
mengutamakan keuntungan ekonomis bagi Pemerintah. Atas pertimbangan konektivitas inilah, maka
Pemerintah Indonesia membangun dan mengembangkan Pelabuhan-pelabuhan Perintis di beberapa
kawasan. Menurut Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, ada beberapa
faktor dalam mempertimbangkan lokasi dan pengembangan Pelabuhan Perintis, seperti:

1. Ketersediaan peralatan bongkar muat, yaitu memiliki fasilitas tambat atau tidak, luas daratan
dan perairan, ketersediaan akses jalur transportasi ke pelabuhan.
2. Lokasi dilalui pelabuhan regional, dimana jarak ideal dengan pelabuhan lainnya antara 5-20

mil.

3. Menjadi pusat pertumbuhan ekonomi daerah. Meskipun secara biaya operasional tidak
menguntungkan, namun berpotensi menggerakkan ekonomi sekitar. Kerugian biaya

operasional disubsidi oleh Pemerintah demi mendorong perekonomian daerah.

Untuk memilih alternatif terbaik, digunakan pendekatan dengan metode Analytical Hierarchy
Process (AHP) karena AHP merupakan metode yang yang obyektif dalam membandingkan kriteria
antar alternatif dengan meminimalisir subyektivitas. Metode ini dikembangkan sekitar tahun 1970-an
untuk keperluan militer dalam mengalokasikan kelangkaan sumber daya dan rencana kebutuhan (Saaty,
1980). Dengan metode AHP, pemilihan alternatif mempertimbangkan semua kriteria secara
komprehenssif sehingga alternatif terpilih tidak hanya karena kelebihannya di satu sektor saja. Hasil

dari metode AHP ini adalah memberi prioritas utama dari alternatif yang tersedia bagi kepentingan
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stakeholder. Selain itu, tidak berarti mengesampingkan alternatif-alternatif lainnya yang tetap dapat
dipertimbangkan untuk dikembangkan, namun dengan prioritas dan pengerahan sumber daya yang lebih
terbatas

Analytical Hierarchy Process (AHP) merupakan sebuah konsep kuantitatif yang secara
sistematis dan banyak digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan menggunakan prinsip multi
kriteria dan pendekatan pair-wise comparisons yang menerapkan skala prioritas antar kriteria (Saaty,
1980). Selain itu, metode AHP ikut menterjemahkan informasi kualitatif menjadi lebih kuantitatif, serta
meningkatkan ketepatan keputusan yang diambil (Gwarda, 2022).

Metode AHP merepresentasikan hierarki abstraksi struktur dari sebuah sistem, yang terdiri atas
sekumpulan criteria dari alternatif pilihan yang tersedia. Kriteria ini dapat berupa atribut, aktivitas,
ataupun kriteria (Subramanian & Ramanathan, 2012). Manfaat dari menerapkan Metode AHP adalah
membandingkan informasi dari semua alternatif pilihan, yang mana informasi ini merupakan informasi
yang besifat tangible dan intangible (Skibniewski & Chao, 1992). Metode AHP berperan untuk
membuat peringkat alternatif keputusan dan memilih yang terbaik dengan beberapa Kkriteria,
berdasarkan pada sejauh mana tiap-tiap alternatif memenuhi kriteria pengambil keputusan (Permatasari,
2020). Metode AHP ini merupakan metodologi yang telah diakui dan diterima sebagai prioritas yang
secara teori dapat memberikan jawaban yang berbeda dalam masalah pengambilan keputusan serta
memberikan peringkat pada alternatif solusinya (Liu, 2019) dan didasarkan pada suatu proses yang
logis dan terstruktur dalam menyusun prioritas sistem pendukung keputusan (Sandika & Patradhiani,
2019).

Beberapa penelitian dalam menerapkan AHP terkait pemilihan lokasi pelabuhan menggunakan
kriteria infrastruktur (Al-igram, 2023), faktor persaingan dan faktor lingkungan (Sopian, 2017). Selain
itu, ruang lingkup pemilihan lokasi pada satu propinsi dirasa kurang dan perlu dilakukan penelitian
dengan cakupan yang lebih luas (Al-igram, 2023). Kondisi geografis Indonesia yang begitu luas dan
demografi yang beraneka ragam membuat semakin banyaknya alternatif daerah pengembangan
pelabuhan perintis. Sehingga, meningkatkan tantangan pengembangan pelabuhan perintis yang sesuai
Peraturan Pemerintah sekaligus menjangkau kondisi geografis yang beragam. Bagaimanapun, harus
tersedia alternatif pelabuhan prioritas yang paling mendukung proses konektivitas dan mendorong
perekonomian daerah setempat.

Alternatif kawasan pelabuhan yang diulas disini adalah 3 provinsi di luar Pulau Jawa yang
menjadi fokus pembangunan, yaitu Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat dan Bangka Belitung.
Informasi dari ke-3 provinsi ini diperoleh dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan
basis tahun 2001 sebagai provinsi-provinsi di luar Pulau Jawa yang diutamakan sebagai daerah investasi
oleh BKPM. Ketiga provinsi ini akan dibandingkan berdasarkan beberapa faktor yang sejalan dengan
Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, yaitu: pertumbuhan ekonomi,

infrasruktur yang tersedia, pendukung infrastruktur dan dilalui pelabuhan regional. Alternatif terbaik
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yang terpilih dalam penelitian ini merupakan lokasi prioritas pertama untuk pengembangan dan bukan
berarti mengesampingkan alternatif lokasi yang lain.

METODE RISET

Langkah-langkah dalam menerapkan metode AHP adalah pertama, tentukan tujuan pemilihan
alternatif, kriteria setiap alternatif. Tujuan yang ingin dicapai adalah membuat peringkat untuk
memprioritaskan pemilihan lokasi pengembangan Pelabuhan. Kriteria yang digunakan berdasarkan
Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan dan beberapa informasi
pendukung terkait kriteria diperoleh dari data BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Tiga
kriteria yang digunakan adalah: ketersediaan fasilitas pelabuhan, dilalui pelabuhan rregional, dan
pertumbuhan ekonomi daerah. keunggulan data primer ini adalah menjamin informasi yang valid dan
terbuka bagi khayalak.

Informasi pendukung untuk setiap kriteria dibandingkan secara relatif satu sama lain bagi setiap
alternatif lokasi, dan kemudian diberikan pembobotan. Langkah berikutnya adalah membandingkan
semua Kriteria tersebut berdasarkan bobot relatif dan uji konsistensi sesuai tujuan pengambil keputusan.
Selanjutnya adalah membuat priority vector dan uji konsistensi setiap kriteria dari semua alternatif, dan
menghitung overall weight of the alternatives.

Nilai relatif untuk setiap langkah menggunakan skala Saaty (Tabel 1) yang menghubungkan
tingkat kepentingan atau seberapa menarik sebuah kriteria relatif terhadap kriteria lain. Nilai
perbandingan ini dilakukan oleh penulis dengan membandingkan kelebihan setiap kriteria antar
alternatif lokasi pelabuhan.

Tabel 1. Skala Saaty dan keterangannya

Intensity of Definition Explanation
Importance
1 Equal Importance Two activities contribute equally to the objective
3 Moderate Importance Experience and judgment slightly favor one over another
5 Strong Importance Experience and judgment strongly favor one over another
7 Very Strong Importance  An activity is strongly favored and its dominance is demonstrated
in practice
9 Absolute Importance The importance of one over another affirmed on the highest
possible order
2,4,6,8 Intermediate Values Used to represent compromise between the priorities listed above

Sumber: Penulis (2024)

Kemudian nilai pembobotan diuji kekonsistenannya (consistency ratio) dari penilaian tingkat
kepentingan tersebut. Tujuannya adalah mengidentifikasi kekonsistenan pengambil keputusan dalam

memberi skor relatif antar kriteria dan kemungkinan adanya kesalahan (error) dalam menginput data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bagian ini membahas langkah-langkah perhitungan dengan metode AHP dalam memilih
pelabuhan perintis terbaik. Langkah pertama adalah menentukan alternatif pelabuhan beserta

kriterianya. Pelabuhan yang menjadi alternatif adalah Pelabuhan di Propinsi Kalimantan Tengah, Nusa
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Tenggara Barat, dan Bangka Belitung. Keterkaitan antara ketiga alternatif dengan seluruh kriteria dan
karakter setiap kriteria dapat dilihat pada Gambar 1.

Alternatif Kriteria
Kalimantan Ketersediaan
Tengah Fasilitas
Pelabuhan
Nusa Tenggara l Dilalui

Pelabuhan
Regional

Barat

Laju
Bangka > Pertumbuhan
Belitung Ekonomi

Gambar 1. Keterkaitan Alternatif dan Kriteria

Membuat original matrix untuk setiap kriteria berdasarkan tingkat kepentingan atau
menariknya kriteria yang ada. Jika sebuah kriteria dipandang lebih penting dari kriteria lain, maka
kriteria yang lebih disukai tersebut diberi skor lebih dari 1 dan maksimal 9 sesuai Skala Saaty pada
Tabel 1. Sebaliknya, kriteria yang kurang penting diberi bobot 1 dibagi skor dari kriteria yang lebih
disukai. Misalnya, kriteria dilalui pelabuhan regional dipandang lebih penting (strong importance)
dibandingkan kriteria ketersediaan peralatan bongkar, maka kriteria dilalui pelabuhan regional relatif
terhadap kriteria ketersediaan peralatan bongkar diberi bobot 5. Kriteria Ketersediaan peralatan bongkar
relatif terhadap kriteria dilalui pelabuhan regional diberi bobot 1/5. Kemudian menjumlahkan hasil total
skor untuk setiap kolom, hasil tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Skor antar Kriteria
Ketersediaan Fasilitas  Dilalui Pelabuhan  Laju Pertumbuhan

Kriteria

Pelabuhan Regional Ekonomi
Ketersediaan Fasilitas Pelabuhan 1 1/3 1/5
Dilalui Pelabuhan Regional 3 1 1/3
Laju Pertumbuhan Ekonomi 5 3 1
Total 9 4,33 1,53

Sumber: Hasil olah data penulis (2024)

Dasar pembobotan diberikan dengan pertimbangan bahwa Fasilitas Pelabuhan dipandang lebih
mudah ditingkatkan melalui investasi peralatan dibandingkan dengan kriteria dilalui pelabuhan regional
atau berada di lokasi strategis (Muzakir, 2021). Kriteria dilalui pelabuhan regional dipandang memiliki

peran lebih kecil dibandingkan kriteria pertumbuhan ekonomi karena kriteria pertumbuhan ekonomi
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menunjukkan bahwa sebuah kawasan memiliki kemampuan menggerakkan ekonomi wilayah sekitar.
Menurut Febryanto et al. (2022), posisi geografis dan isu jarak dalam pemilihan lokasi fasilitas logistik
kurang penting dibandingkan faktor biaya dan ekonomi.

Hasil pada Tabel 2 diolah ke dalam adjusted matrix, yaitu dengan membagi nilai pada tiap sel
dengan nilai total tiap kriteria. Nilai total dari hasil adjusted matrix sama dengan 1. Untuk tiap baris

dihitung pula nilai rata-ratanya (row average) dan menghasilkan Bobot Prioritas.

Tabel 3. Adjusted Matrix untuk Skor antar Kriteria

Ketersediaan Dilalui Pusat
Kriteria peralatan Pelabuhan Pertumbuhan Bobot Prioritas
bongkar Regional Ekonomi
Ketersegéiznk;’fra'ata“ 011 (= 1/9) O'Oi,(?:?))l/ 3 013 0,11(=(0,11+0,08 +0,13)/3)
Dilalui Pelabuhan Regional 0,33 0,23 0,22 0,26
Pusat Pertumbuhan Ekonomi 0,56 0,69 0,65 0,63
Total 1 1 1 1

Sumber: Hasil olah data penulis (2024)

Langkah berikutnya adalah menghitung consistency ratio (CR) yang mana jika CR bernilai 0.1
atau kurang, maka penilaian yang diberikan oleh pengambil keputusan adalah konsisten. Caranya
adalah menghitung consistency vector (1) dimana Nilai total setiap kriteria pada Tabel 2 dikalikan
dengan bobot prioritas kriteria tersebut pada Tabel 3, sehingga diperoleh (9 x 0,11) + (4,33 x 0,26) +

(1,53 x 0,63) = 3,0797. Kemudian menghitung consistency ratio (Cl), dengan persamaan:

A-n

Nilai Cl ini dibagi dengan random index (RI), dan diperoleh consistency ratio (CR):

N RI
2 0
3 0.58
4 0.9
5 1.12

Sumber: Hasil olah data penulis (2024)

e

CR=— . ii
A (i)
RI = 0.58 karena N = 3 (jumlah alternatif)
CR=22 =0,07
0,58

Perhitungan di atas dilakukan untuk semua kriteria yang dimiliki antar alternatif. Misalnya,
memberi skor untuk kriteria ketersediaan fasilitias pelabuhan di ketiga alternatif Pelabuhan. Jika untuk
kriteria ketersediaan fasilitias pelabuhan di propinsi Bangka Belitung jauh lebih baik (very strong

importance) dibandingkan ketersediaan peralatan bongkar muat di Propinsi Kalimantan Tengah, maka
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skor untuk propinsi Bangka Belitung relatif terhadap propinsi Kalimantan Tengah diberikan skor 7.

Sebaliknya, skor untuk propinsi Kalimantan Tengah relatif terhadap propinsi Bangka Belitung

diberikan skor 1/7. Kemudian menjumlahkan hasil total skor untuk setiap kolom dan adjusted matrix.

Informasi pendukung untuk menilai setiap kriteria dirangkum pada Tabel 4.

Tabel 4. Informasi Pendukung Setiap Kriteria

Ketersediaan Fasilitas Laju
Alternatif Dilalui Pelabuhan Regional Pertumbuhan
Pelabuhan .
Ekonomi
Jarak ke Pelabuhan Regional lebih dari 20
Kalimantan Pelabuhan Kumai: peti mil, yaitu Pelabuhan Tanjung Perak, 473%
Tengah kemas, kapal kargo Surabaya dan Pelabuhan Mempawah, :
Kalimantan Barat
Nusa Tenagara Pelabuhan Kayangan: ro-ro, Jarak ke Pelabuhan Regional lebih dari 20
99 kapal penumpang (skala ~ mil, yaitu Pelabuhan Multipurpose Labuan 3,58%
Barat . . .
kecil) Bajo, Nusa Tenggara Timur
Pelabuhan Pangkalan . . .
Bangka Belitung Balam, kapal dengan bobot Jarak ke Pelabuhan Regional lebih dari 20 4,61%

mati 4.000 Ton

mil, yaitu Pelabuhan Palembang

Sumber: Hasil olah data penulis (2024)

Dari Tabel 4 terlihat bahwa ketersediaan fasilitas pelabuhan Bangka Belitung yang paling

mendukung pengangkutan jumlah barang dalam skala besar, diikuti dengan pelabuhan Kalimantan

Tengah, dan terakhir Pelabuhan Nusa Tenggara Barat. Untuk kriteria dilalui pelabuhan regional, ketiga

lokasi alternatif pelabuhan berada pada jarak lebih dari 20 mil dari Pelabuhan Regional, sehingga dinilai

dengan kondisi lain, seperti: Pelabuhan Nusa Tenggara Barat yang dekat dengan Pelabuhan

Multipurpose Labuan Bajo dipandang memiliki akses yang lebih besar bagi pengangkutan segala jenis

barang. Kemudian diikuti pelabuhan Kalimantan Tengah yang memiliki lebih dari satu alternatif

pelabuhan regional dan terakhir pelabungan Bangka Belitung yang terhubung dengan satu pelabuhan

regional. Kriteria terakhir adalah laju pertumbuhan ekonomi yang diperoleh dari rata-rata pertumbuhan

ekonomi dari tahun 2021 sampai 2023. Dari rangkuman pada Tabel 1 ditentukanlah nilai bobot relatif

untuk setiap kriteria.

Tabel 5. Skor Kriteria Ketersediaan Fasilitas Pelabuhan diantara Alternatif Propinsi

Alternatif Kalimantan Tengah Nusa Tenggara Barat Bangka Belitung
Kalimantan Tengah 1 1/3 1/7
Nusa Tenggara Barat 3 1 1/3
Bangka Belitung 7 3 1
Total 11 4,33 1,48

Sumber: Hasil olah data penulis (2024)

Tabel 6. Adjusted Matrix untuk Skor Kriteria Ketersediaan Fasilitas Pelabuhan diantara Alternatif

0,09
0,24
0,67

Propinsi
Alternatif Kalimantan Tengah Nusa Tenggara Barat Bangka Belitung Bobot Prioritas
Kalimantan Tengah 0,09 0,08 0,10
Nusa Tenggara Barat 0,27 0,23 0,23
Bangka Belitung 0,64 0,69 0,68
Total 1 1 1

1

Sumber: Hasil olah data penulis (2024)
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Tabel 7. Skor Kriteria Dilalui Pelabuhan Regional diantara Alternatif Propinsi

Alternatif Kalimantan Tengah Nusa Tenggara Barat Bangka Belitung
Kalimantan Tengah 1 1/5 3
Nusa Tenggara Barat 5 1 9
Bangka Belitung 1/3 1/9 1
Total 6,33 131 13

Sumber: Hasil olah data penulis (2024)

Tabel 8. Adjusted Matrix untuk Skor Kriteria Dilalui Pelabuhan Regional diantara Alternatif Propinsi

Alternatif Kalimantan Tengah  Nusa Tenggara Barat Bangka Belitung Bobot Prioritas
Kalimantan Tengah 0,16 0,15 0,23 0,18
Nusa Tenggara Barat 0,79 0,76 0,69 0,75
Bangka Belitung 0,05 0,08 0,08 0,07
Total 1 1 1 1

Sumber: Hasil olah data penulis (2024)

Tabel 9. Skor Kriteria Laju Pertumbuhan Ekonomi diantara Alternatif Propinsi

Alternatif Kalimantan Tengah Nusa Tenggara Barat Bangka Belitung
Kalimantan Tengah 1 4 2
Nusa Tenggara Barat Ya 1 1/2
Bangka Belitung Yo 2 1
Total 1,75 7 3,5

Sumber: Hasil olah data penulis (2024)

Tabel 10. Adjusted Matrix untuk Skor Kriteria Laju Pertumbuhan Ekonomi diantara Alternatif Propinsi

Alternatif Kalimantan Tengah Nusa Tenggara Barat Bangka Belitung Bobot Prioritas
Kalimantan Tengah 0,57 0,57 0,57 0,57
Nusa Tenggara Barat 0,14 0,14 0,14 0,14
Bangka Belitung 0,29 0,29 0,29 0,29
Total 1 1 1 1

Sumber: Hasil olah data penulis (2024)

Untuk Consistency Ratio bagi seluruh perhitungan kriteria diperoleh hasil yang konsisten (CR < 0,1)
dapat dilihat pada Tabel 11.
Tabel 11. Consistency Ratio untuk Setiap Kriteria

Kriteria Consistency Ratio (CR)
Fasilitas Pelabuhan 0,03
Dilalui Pelabuhan Regional 0,04
Laju Pertumbuhan Ekonomi 0,00

Sumber: Hasil olah data penulis (2024)

Kemudian, seluruh nilai Bobot Prioritas dari setiap Adjusted Matrix dikalikan dengan nilai
Bobot Prioritas di Tabel 3 (Adjusted Matrix antar Kriteria). Hasilnya berupa Weighted Sum Vector

yang menunjukkan skor prioritas dari seluruh alternatif.

0,09 0,18 0,57 0.11 0,42 Kalimantan Tengah
0,24 0,75 0,14 X 0.26 = 0,31 Nusa Tenggara Barat
0,67 0,07 0,29 0.63 0,27 Bangka Belitung

Cara perhitungan untuk Propinsi Kalimantan Tengah adalah (0,09 x 0,11) + (0,18 x 0,26) +

(0,57 x 0,27) = 0,42. Perhitungan dengan cara yang sama diterapkan pada alternatif Propinsi lain.
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Hasilnya adalah Propinsi Kalimantan Tengah memperoleh nilai tertinggi sehingga dipilih sebagai
alternatif terbaik bagi pengembangan pelabuhan perintis. Sedangkan Propinsi Nusa Tenggara Barat dan
Proponsi Bangka Belitung masing-masing memperoleh nilai 0,31 dan 0,27.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil perhitungan metode AHP dapat dimanfaatkan sebagai pendekatan dalam
pengambilan keputusan dari berbagai alternatif lokasi pengembangan pelabuhan perintis di Indonesia.
Tingkat kekonsistenan pun telah memenuhi syarat sehingga tingkat subyektifitas sudah diminimalisir
dan menunjukkan kekonsistenan dalam memberi bobot nilai/skor antar kriteria.

Kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa Propinsi Kalimantan Tengah menjadi prioritas utama
untuk pengembangan Pelabuhan Perintis. Hasil ini bukan berarti mengesampingkan alternatif lokasi
pengembangan Pelabuhan yang lain, mengingat nilai yang diperoleh Pelabuhan lain tidak terlalu
berbeda jauh. Pelabuhan yang lain tetap dapat dikembangan namun dengan skala prioritas yang bukan
utama dan fokus pada karakter dari setiap Pelabuhan, misalnya Pelabuhan Nusa Tenggara Barat yang
dekat dengan Pelabuhan Multipurpose dapat dimanfaatkan untuk mengirim beragam jenis produk dari
Nusa Tenggara Barat ke Propinsi lain. Hal ini dapat membantu laju pertumbuhan ekonomi. Untuk
Pelabuhan Bangka Belitung yang cocok untuk pengiriman produk dalam jumlah besar dapat mendorong
aktivitas berbagai industri di Propinsi tersebut, yang akhirnya berpotensi mendorong pertumbuhan
ekonomi.

Saran bagi penelitian berikutnya bagi peneliti adalah melibatkan ahli yang lebih memahami
kondisi di lapangan terkait Pelabuhan dan kondisi ekonomi di setiap alternatif. Bagi pengambil
keputusan adalah tetap mempertimbangkan alternatif-alternatif lain dengan skor yang lebih rendah
untuk memperoleh peran bagi tujuan organisasi, namun dengan skala pengembangan Pelabuhan yang
lebih kecil.
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